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2.1 Pajak

2.1.1 Definisi Pajak

Pajak merupakan sumber pendapatan kas negara yang digunakan untuk
pembelanjaan dan pembangunan negara dengan tujuan akhir kesejahteraan
dan kemakmuran rakyat. Definisi menurut pasal 1 nomor 1 Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan menjelaskan:

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang,
dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Berikut ini adalah definisi pajak dari beberapa ahli:

1. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro,
SH, yang dikutip dari buku Perpajakan karangan Mardiasmo (2011:1):
“Pajak adalah iuran rakyat iuran rakyat kepada kas negara
berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada
mendapat jasa timbal (tegen prestasi), yang langsung dapat
ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran
umum”

2. Definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani

dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:2):


http://id.wikipedia.org/wiki/Rakyat
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kas_Negara&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang
terhutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-
peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung
dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara
untuk menyelenggarakan pemerintahan”

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan di atas dapat ditarik
kesimpulan tentang ciri- ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian

pajak, yaitu:

=

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang

2. Pajak dapat dipaksakan

3. Diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
4. Tidak dapat ditunjukkannya kontraprestasi secara langsung

5. Berfungsi sebagai budgeter dan regulerend

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan penting dalam tata kelola negara, khususnya
membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan
hal diatas maka pajak mempunyai beberapa fungsi seperti yang terdapat dalam
buku Waluyo (2011:6), yaitu:

1. Fungsi anggaran (budgetair)
Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-
pengeluarannya guna pembiayaan pembangunan.

2. Fungsi mengatur (regulerend)
Suatu fungsi dimana pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk

mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah untuk mencapai


http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pengeluaran_pemerintah&action=edit&redlink=1
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tujuan tertentu. Misalnya dalam rangka melindungi produksi dalam negeri,
pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.
3. Fungsi stabilitas
Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan
kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat
dikendalikan, Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur
peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang
efektif dan efisien.
4. Fungsi redistribusi pendapatan
Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai
semua kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan.
2.1.3 Pengelompokan Pajak
Pengelompokan pajak ada tiga yang terdapat dalam buku Mardiasmo
(2011:5), yaitu :
1. Menurut Golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib
Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang
lain.
Contoh : Pajak Penghasilan
b. Pajak tidak langsung, yatu pajak yang pada akhirnya dapat
berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan
diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai


http://id.wikipedia.org/wiki/Inflasi
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2. Menurut Sifatnya

a.

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
Contoh : Pajak Penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang

Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

a.

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak

Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah

dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak

Daerah terdiri atas :

a) Pajak Provinsi, contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak
Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

b) Pajak Kabupaten/ Kota, contoh : Pajk Hotel, Pajak Restoran,

dan Pajak Hiburan.

2.1.4 Asas Pemungutan Pajak

Asas Pemungutan Pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:7),

yaitu :
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1. Asas Domisili (asa tempat tinggal)
Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib
Pajakyang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang
berasal dari dalam maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk
Wajib Pajak dalam negeri.

2. Asas Sumber
Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di
wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan
Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak terdapat dalam buku Mardiasmo (2011:7), yaitu :

1. Official Assessment System
Official Assessment System adalah suatu sistem pemungutan yang
memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan
besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
Ciri- cirinya :
a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada

fiskus
b. Wajib Pajak bersifat pasif
c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh
fiskus.

2. Self Assessment System
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Self Assessment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri

besarnya pajak yang terutang.

Ciri- cirinya :

a. Wewenang untuk menntukan besarnya pajak terutang ada pada
Wajib Pajak sendiri

b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi

3. With Holding System

With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan

Wajib Pajak yang bersangkutan).

Ciri-cirinya : wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada

pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2 Pajak Penghasilan

Undang- Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak
Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang
diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
2.2.1 Subjek Pajak
Yang menjadi subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku Mardiasmo
(2011:135), yaitu :

1. a. Orang Pribadi
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b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan
yang berhak

Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komoditer, perseroan

lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma,

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,

organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,

lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

Bentuk Usaha Tetap

2.2.2 Bukan Subjek Pajak

Yang tidak termasuk subjek pajak seperti yang terdapat dalam buku

Mardiasmo (2011:138), yaitu :

1.

2.

Kantor perwakilan negara asing

Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari

negara asing, dan orang- orang yang diperbantukan kepada mereka

yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama- sama mereka,

dengan syarat :

a. Bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima
atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia

b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik

Organisasi Internasional, dengan syarat :

a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut
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b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.

4. Pejabat perwakilan organisasi Internasional, dengan syarat:

a. Bukan warga negara Indonesia

b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk
memperoleh penghasilan di Indonesia.

2.2.3 Objek Pajak

Yang menjadi objek pajak yang terdapat dalam buku Mardiasmo
(2011:139), adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk
menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam
bentuk apapun. Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi :

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas,
seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris,
aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.

2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan

3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga,
dividen, royalti, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan,

dan sebagainya.
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Penghasilan lain- lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat

diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di

atas, seperti :

a. Keuntungan karena pembebasan utang

b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing

c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva

d. Hadiah undian
Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, yang menjadi Objek Pajak adalah
penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar
Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yang menjadi

Objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia.

Kewajiban Perpajakan

Kewajiban Wajib Pajak menurut Mardiasmo (2011: 56) antara lain :

1.

2.

Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar

Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke

Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan

Menyelenggarakan Pembukuan/ Pencatatan

Jika diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang

berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,
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pekerjaan bebas Wajib Pajak Badan, atau objek yang terutang
pajak.

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran
pemeriksaan.

7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau
dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu
kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan
itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2.4 Kepatuhan Wajib Pajak

2.4.1 Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif Wajib Pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan Wajib Pajak yang
tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai
dengan kebenarannya. Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara
sukarela (voluntary of complience) merupakan tulang punggung dari self
assesment system, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri
kewajiban perpajakan kemudian secara akurat dan tepat waktu dalam membayar

dan melaporkan pajaknya.

Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Safri Nurmantu yang dikutip oleh Siti
Kurnia Rahayu (2006:110), menyatakan bahwa:
“Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu

Keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan
dan melaksanakan hak perpajakannya”.
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Pengertian kepatuhan Wajib Pajak menurut Chaizi Nasucha yang dikutip dari

buku Perpajakan karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:111):

1.

2.

3.

4.

Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
Kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat pemberitahuan.
Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.

Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Sedangkan menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dikutip

dari buku Perpajakan karangan Sony Devano dan Siti Kurnia Rahayu (2006:112),

menyatakan bahwa:

2.4.2

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam
pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan
yang berlaku dalam suatu negara”.

Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun jenis-jenis kepatuhan Wajib Pajak menurut Sony Devano dan Siti

Kurnia Rahayu (2006:110) adalah:

1.

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak
memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-undang perpajakan.

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara
substantif/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan
yaitu sesuai isi dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga
dapat meliputi kepatuhan formal. Misalnya ketentuan batas waktu

pelaporan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan
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tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat
Pemberitahuan Pajak Penghasilan Tahunan sebelum atau pada tanggal
31 Maret maka Wajib Pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan
tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu
keadaan dimana Wajib Pajak secara subtantive memenuhi semua
ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-
undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan
formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib
Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat
Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan melaporkannya ke KPP
sebelum batas waktu berakhir.
2.4.3 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan

Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh dunia,
baik bagi negara maju maupun di negara berkembang. Karena jika Wajib Pajak
tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan
penghindaran, pengelakan, penyelundupan, dan pelalaian pajak. Yang pada
akhirnya tindakan tersebut akan menyebabkan penerimaan pajak negara akan
berkurang.

Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi beberapa faktor, yaiutu kondisi sistem
administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak Badan,
penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak. Administrasi
perpajakan di Indonesia masih perlu diperbaiki, dengan perbaikan diharapkan

Wajib Pajak lebih termotifasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
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Dengan kondisi tersebut maka usaha memberikan pelayanan bagi Wajib
Pajak akan lebih baik, lebih cepat, dan menyenangkan Wajib Pajak Badan. Wajib
Pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat
akibat tindakan ilegal dalam usahanya untuk menyelundupkan pajak. Tindakan
pemberian sanksi tersebut terjadi jika Wajib Pajak terdeteksi dengan administrasi
yang baik dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak
yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan tax
evasion. Disamping itu juga tergantung pada kemauan Wajib Pajak juga, sampai
sejauh mana Wajib Pajak tersebut akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan.

2.4.4 Manfaat Predikat Wajib Pajak Patuh

Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang sadar pajak, paham hak dan
kewajiban perpajakannya, dan diharapkan peduli pajak, yaitu melaksanakan
kewajiban perpajakan dengan benar dan paham akan hak perpajakannya.
Sebenarnya pemberian predikat Wajib Pajak patuh, yang sekaligus sebagai suatu
pemberian penghargaan bagi Wajib Pajak Badan, sudah pasti akan memberi
motivasi dan detterent effect yang positif bagi Wajib Pajak yang lain untuk
menjadi Wajib Pajak patuh.

Wajib Pajak yang berpredikat patuh dalam pemenuhan kewajiban
perpajakan tentunya akan mendapat kemudahan dan fasilitas yang lebih
dibandingkan dengan pemberian pelayanan pada Wajib Pajak yang belum atau
tidak patuh. Fasilitas yang diberikan Dirjen Pajak terhadap Wajib Pajak patuh

adalah :
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1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajakditerima
untuk pajak penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk pajak perambahan
nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian
Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan
untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPM.

Bagi Wajib Pajak yang belum atau tidak patuh, fasilitas tersebut tidak
diberikan padanya, pwnerbitan SKPPKP harus menunggu penelitian dan
pemeriksaan. Yang memakan waktu, biaaya, dan sumber terjadinya korupsi,
kolusi dan nepotisme (KKN).

Diberikan fasilitas tidak dilakukan penelitian dan pemeriksaan untuk
permohonan kelebihan pembayaran pajak adalah dengan alasan bahwa Wajib
Pajak patuh merupakan Wajib Pajak yang taat pada pembayaran pajak, dan dalam
mengisi surat pemberitahuan (SPT) dilakukan dengan benar, lengkap, dan jelas.
Sehingga tidak perlu dilakukan penelitian dan pemeriksaan.

2.4.5 Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan

Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
dilakukan dalam hal :

1. SPT menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah

diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

2. SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
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3. SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktu yang stelah
ditetapkan
4. SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan Direktur Jendral
Pajak
5. Ada indikasi kewajiban pajak yang tidak dipatuhi.
25 SPT
2.5.1 Definisi SPT
Menurut UU No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan dikutip dari buku Perpajakan Indonesia karangan Waluyo (2011:31),
menyatakan bahwa:

“Surat Pemberitahuan/SPT adalah : surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak,
objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.”

2.5.2 Fungsi SPT
Menurut Mardiasmo (2011 : 31), Fungsi Surat Pemberitahuan bagi Wajib
Pajak Pajak Penghasilan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terhutang
dan untuk melaporkan tentang :
1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan atau
melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak
atau bagian tahun pajak.

2. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan atau bukan objek pajak.

3. Harta dan Kewajiban.
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4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau
pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak,
yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
Bagi PKP adalah  sebagai sarana  untuk  melaporkan  dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang. Bagi
pemotong atau pemungut pajak adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan
disetorkannya.

2.5.3 Jenis SPT

Dilihat dari pelaporannya, SPT dapat dibedakan menjadi SPT Masa dan
SPT Tahunan dikutip dari buku Perpajakan karangan Thomas (2010:35),
menyatakan bahwa:
1. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu
masa pajak, seperti :
1) SPT masa PPh Pasal 4(2)
2) SPT masa PPh Pasal 15
3) SPT masa PPh Pasal 21/26
4) SPT masa PPh Pasal 23/26
5) SPT masa PPh Pasal 25
6) SPT masa PPN dan PPnBM
7) SPT masa PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah bagi

Pemungut.
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2. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu

Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak, seperti :

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas
atau kegiatan usaha (1770)

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang memberitahukan
perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi (1770 Y)

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan
pekerjaan bebas atau kegiatan usaha tetapi menerima penghasilan
dari satu pemberi kerja; menerima penghasilan dalam negeri
lainnya dan menerima penghasilan yang dikenakan Pajak
Penghasilan bersifat Final (1770S)

SPT Tahunan PPh Orang Pribadi Karyawan yang tidak melakukan
pekerjaan bebas atau kegiatan usaha yang penghasilan brutonya
tidak melebihi Rp. 60 juta per tahun (1770SS) sesuai dengan SE-
21/PJ./2009 dan PP 07/PJ./2009

SPT Tahunan PPh Wajib pajak(1771)

SPT Tahunan PPh Wajib pajakyang diizinkan untuk
menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa Inggris dan mata
uang dolar Amerika Serikat (1771%)

SPT Tahunan PPh Wajib pajak yang mengajukan pemberitahuan
perpanjangan jangka waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib

Pajak (1771Y)
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Batas waktu pelaporan SPT menurut Mardiasmo (2011:35) diatur sebagai berikut:

1. Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah
akhir Masa Pajak. Khusus untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Pertambahan Nilai disampaikan paling lama akhir bulan berikutnya
setelah berakhirnya masa pajak.

2. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak
atau

3. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak
Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

2.5.4 Sanksi Terlambat atau Tidak Melaporkan SPT Tahunan

1. Apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah
ditentukan atau batas waktu perpanjangan pelaporan SPT Tahunan
maka akan dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar Rp.
1.000.000 untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.

2. Wajib Pajak karena kealpaan tidak melaporkan SPT Tahunan atau
melaporkan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan  keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara tidak dikenakan
sanksi pidana apabila dilakukan pertama kali oleh Wajib Pajak dan
Wajib Pajak tersebut wajib melunas kenaikan 200% dari jumlah yang
kurang dibayar.

3. Wajib Pajak dengan sengaja tidak melaporkan SPT sehingga
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menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara dipidana paling
singkat 6 (enam) bulan penjara dan paling lama 6 (enam) tahun penjara
dan denda paling sedikit dua kali jumlah pajak terutang yang tidak atau
kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang
terutang yang tidak atau kurang bayar. Perundang-undangan yang
berhubungan dengan perpajakan terus dissmpurnakan agar pajak dapat
lebih diterima oleh masyarakat. Kepatuhan membayar pajak pada
Wajib Pajak PPh Pasal 25 didasarkan pada kepatuhan pelaporan SPT
Tahunan. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 Tahun 2008
Tentang Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 merupakan
besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus
dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Badan. Penanganan angsuran
pembayaran pajak dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
Departemen Keuangan dan Pelaksanaannya ditingkat daerah dilakukan
oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Aparat Pajak (DJP atau KPP)
bertugas memonitor dan mengendalikan pembayaran pajak dengan
sistem administasi perpajakan yang diharapkan dapat dilaksanakan
dengan sistematis, terkendali, sederhana dan mudah dimengerti oleh
anggota masyarakat Wajib Pajak Badan. Selain itu memberikan
informasi kepada masyarakat maupun Wajib Pajak mengenai
kemudahan pelaporan pajak.
2.5.5 Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT)

Terhadap SPT yang telah diisi selanjutnya Wajib Pajak melaporkan SPT



27

tersebut ke Kantor Pajak atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jendral

Pajak, dapat dilakukan:

1.

2.

Secara langsung

Melalui pos dengan bukti pengiriman surat;atau

Cara lain

Pelaporan SPT cara lain ini dilakukan:

a. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir (perusahaan yang
berbentuk badan hukum yang memberikan jasa pengiriman surat
jenis tertentu termasuk pengiriman SPT ke Direktorat Jendral
Pajak) dengan bukti pengiriman surat; atau

b. E-Filling melalui ASP (Application Service Provider)

ASP atau penyedia jasa aplikasi ini sebagai perusahaan penyedia
jasa aplikasi yang telah ditunjuk dengan Keputusan Direktur
Jendral Pajak sebagai perusahaan yang dapat menyalurkan
pelaporan SPT atau pemberitahuan perpanjangan SPT Tahunan
secara elektronik ke Direktorat Jendral Pajak.
Setiap SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak diperlukan tanda
penerimaan surat (tanda terima) atau bukti penerimaan SPT, tetapi
juga mengikuti cara pelaporan SPT. Terhadap SPT vyang
disampaikan:
1) Secara langsung, akan diberikan tanda penerimaan surat
melalui Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan

Pajak
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2) Melalui pos dengan bukti pengiriman surat itulah

2.6 Perlawanan Terhadap Pajak

Betapa pentingnya peran masyarakat untuk membayar pajak dalam peran
sertanya menanggung pembiayaan Negara, maka dituntut kesadaran warga negara
untuk memenuhi kewajiban kenegaraan. Terlepas dari kesadaran sebagai warga
negara, pada sebagian besar masyarakat tidak memenuhi kewajiban membayar
pajak. Dalam hal demikian timbul perlawanan terhadap pajak.

Perlawanan terhadap pajak dapat dibedakan menjadi perlawanan pasif dan

perlawanan akif. Thomas (2010:8)

1. Perlawanan pasif
Perlawanan pasif berupa hambatan yang mempersulit pemungutan pajak dan
mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi.
Contoh : Wajib Pajak dituntut untuk menghitung sendiri pendapatan nettonya.
Untuk itu diperlukan adanya pembukuan. Namun, menghitung pendapatan
netto akan sangat sulit dilakukan oleh masyarakat agraris. Selain karena
pencatatan pendapatan yang akurat sulit dilakukan, mereka juga tidak mampu
melakukan pembukuan, sehingga pembayaran pajaknya lebih kecil daripada
seharusnya.

2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif adalah semua usaha dan perbuatan yang secara langsung
ditujukan kepada pemerintah (fiskus) dengan tujuan untuk

menghindari pajak.
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Ada 3 cara perlawanan aktif terhadap pajak, yaitu : Penghindaran Pajak (Tax
Avoidance), Pengelakan Pajak (Tax Evasion), Melalaikan Pajak.
Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Penghindaran pajak terjadi sebelum SKP keluar. Dalam penghindaran pajak
ini, Wajib Pajak tidak secara jelas melanggar undang- undang sekalipun
kadang- kadang dengan jelas menafsirkan undang- undang tidak sesuai dengan
maksud dan tujuan pembuat undang- undang.

Penghindaran Pajak dilakukan dengan tiga cara, yaitu :

Menahan Diri

Yang dimaksud dengan menahan diri yaitu Wajib Pajak tidak melakukan
sesuatu yang bisa dikenai pajak.

Contoh : tidak menggunakan mobil mewah, untuk menghindari pengenaan
Pajak Penjualan Barang Mewah, tidak mengkonsumsi minuman keras
(alkohol) untuk menghindari cukai alkohol.

Lokasi Terpencil

Memindahkan lokasi usaha atau domisili dari lokasi yang tarif pajaknya tinggi
ke lokasi yang tarif pajaknya rendah.

Contoh : Di Indonesia diberikan keringanan bagi investor yang ingin
menanamkan modalnya di Indonesia bagian Timur. Oleh karena itu,
pengusaha yang baru membuka usaha, atau perusahaan yang akan membuka
cabang baru. Mereka membuka cabang baru di tempat yang tarif pajaknya
lebih rendah.

Pengelakan Pajak (Tax Evasion)
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Hal ini merupakan pelanggaran terhadap undang- undang dengan maksud
melepaskan diri dari pajak/ mengurangi dasar penetapan pajak dengan cara
menyembunyikan sebagian dari penghasilan.

Contohnya : Konsultan/ profesional bebas menyembunyikan sebagian
pendapatannya, kecil kemungkinan diketahui oleh fiskus karena dia sendiri
yang mencatat penghasilannya.

Melalaikan Pajak

Melalaikan pajak adalah tidak melakukan kewajiban perpajakan yang
seharusnya dilakukan.

Contoh : Menolak membayar pajak yang telah ditetapkan dan menolak
memenuhi formalitas- formalitas yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak.
Pengusaha yang telah memotong pajak karyawannya tetapi pajak tersebut

tidak disetorkan dan dilaporkan ke Kantor Pajak.



